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d. melaksanakan RKT sebagaimana dimaksud pada huruf b 

angka 2) dan huruf c angka 2) yang menjadi wewenang 
dan tanggung jawabnya bila telah memenuhi kriteria dan 
indikator yang ditetapkan oleh Menteri, tanpa memerlukan 
pengesahan dari pejabat yang berwenang (self approval). 

e. melaksanakan penatausahaan hasil hutan pada masa 
kegiatan pemanenan. 

f. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan pada 
masa kegiatan pemanenan. 

g. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada 
Menteri. 

 
Pasal 74 

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (4), 
pemegang IUPHHK pada hutan alam, dilarang : 
a. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% 

(lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam 
RKT; 

b. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 3% 
(tiga perseratus) dari volume per jenis kayu yang ditetapkan 
dalam RKT; 

c. menebang kayu sebelum RKT disahkan; 
d. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin 

atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor; 
e. menebang kayu dibawah batas diameter yang diizinkan; 
f. menebang kayu diluar blok tebangan yang diizinkan; 
g. menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan 

kayu di luar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang 
berwenang; dan/atau 

h.  meninggalkan areal kerja.  
 

Pasal 75 
(1)  Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHK pada HTI dalam 
hutan tanaman, wajib : 
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a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan 

kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja 
dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin 
diberikan, diajukan kepada Menteri atau pejabat yang 
ditunjuk guna mendapatkan persetujuan; 

b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan 
RKUPHHK untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat 
yang ditunjuk oleh Menteri; 

c. mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT 
berjalan; 

d. menyusun RKUPHHK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) 
tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka 
panjang KPH; 

e. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;  
f. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan; 
g. melaksanakan sistem silvikultur sesuai lokasi dan jenis 

tanaman yang dikembangkan; 
h. menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada 

industri hasil hutan; menyediakan areal paling tinggi 5% 
(lima perseratus) dari luas areal sebagai ruang tanaman 
kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat 
setempat; 

j. melakukan penanaman paling rendah 50% (lima puluh 
perseratus) dari luas areal tanaman, bagi pemegang 
IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman berdasarkan daur 
dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak 
diberikannya izin; dan 

k. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada 
Menteri. 

(2)   Dalam hal RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, 
pemegang IUPHHK pada HTI dapat diberikan kewenangan dan 
tanggung jawab untuk melaksanakannya tanpa pengesahan 
dari pejabat yang berwenang (self approval). 

(3)   Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j, 
pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman, wajib: 
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a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan 

kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja 
paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan untuk 
diajukan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk guna 
mendapatkan persetujuan; 

b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) diajukan paling 
lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan; 

c. melaksanakan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya 
bila telah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan 
oleh Menteri, tanpa memerlukan pengesahan dari pejabat 
yang berwenang (self approval); dan 

d. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada 
Menteri. 

(4) Pemegang IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman, wajib 
menyusun RKT untuk diajukan paling lambat 2 (dua) bulan 
setelah izin diterbitkan atau sebelum RKT tahun berjalan 
berakhir untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang 
ditunjuk oleh Menteri. 

(5) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1), dan ayat (4) 
pemegang IUPHHK pada hutan tanaman dilarang; 
a. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin 

atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor; dan/atau 
b. meninggalkan areal kerja.  

 
 

Pasal 76 
Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHBK, wajib : 
a.  menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan 

kayu (RKUPHHBK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja 
paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, untuk 
diajukan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan 
wilayah kewenangannya guna mendapatkan persetujuan; 
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b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan 
RKUPHHBK untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang 
ditunjuk oleh gubenur atau bupati/walikota; 

c. mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT 
berjalan; 

d. melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu; dan 
e.  melakukan pengujian hasil hutan bukan kayu.  

 
 

Pasal 77 
(1)  Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71, pemegang IPHHK, wajib : 
a. melakukan pemungutan hasil hutan dalam waktu 1 (satu) 

bulan sejak tanggal izin diberikan; 
b. melakukan pemungutan hasil hutan sesuai dengan izin yang 

diberikan; 
c. melakukan perlindungan hutan dari gangguan yang 

berakibat rusaknya hutan di sekitar pemukimannya; 
d. menyusun rencana pemungutan hasil hutan kayu yang 

dibutuhkan untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat 
yang ditunjuk oleh bupati/walikota; dan 

e. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan. 
(2)  Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), pemegang IPHHK, dilarang memungut hasil hutan yang 
melebihi 5 % ( lima perseratus) dari target volume perjenis hasil 
hutan yang tertera dalam izin. 
 
 

Pasal 78 
Pemegang IPHHBK, dilarang memungut hasil hutan yang melebihi 
5% (lima perseratus) dari target volume perjenis hasil hutan yang 
tertera dalam izin. 
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Bagian Kesembilan 

luran dan Dana Pemanfaatan Hutan 
 

Pasal 79 
(1)  Iuran dan dana pemanfaatan hutan merupakan penerimaan 

negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya hutan, terdiri 
dari : 
a. IIUPH; 
b. PSDH; 
c. DR; 
d. dana hasil usaha penjualan tegakan; 
e. pungutan dari pengusahaan pariwisata alam; 
f. penerimaan dari pungutan kunjungan wisata ke kawasan 

hutan wisata, taman nasional, taman hutan raya dan taman 
wisata laut; 

g.  iuran pengambilan/penangkapan dan pengangkutan satwa liar 
dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi undang-undang 
serta jarahan satwa buru; 

h.  penerimaan dari denda pelanggaran eksploitasi hutan; 
i.  penerimaan dari jenis tumbuhan dan satwa liar, yang 

dilindungi undang-undang, yang diambil dari alam maupun 
penangkaran; dan 

j. penerimaan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan. 
(2) IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan 

kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berdasarkan 
pada luas hutan yang diberikan dalam izin. 

(3) IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipungut 
sekali pada saat izin usaha pemanfaatan hutan diberikan. 

(4) PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan 
kepada pemegang : 
a. IUPK; 
b. IUPJL; 
c. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan alam; 
d. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman; atau 
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(5) DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan 

kepada pemegang IUPHHK dalam hutan alam sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34. 

(6) Dana hasil penjualan tegakan, dikenakan kepada pemegang 
IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dan kepada KPH yang 
mendapat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (1). 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan, 
pemungutan, pembayaran, dan penyetoran iuran dan dana 
pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan Menteri. 
 

Pasal 80 
(1)  Pemungutan PSDH dan DR atas hasil hutan kayu yang berasal 

dari hutan alam dan pemungutan PSDH atas hasil hutan kayu 
yang berasal dari hutan tanaman didasarkan pada laporan hasil 
produksi. 

(2) Pemungutan PSDI-I hasil hutan bukan kayu yang berasal dari 
hutan alam atau hutan tanaman didasarkan pada laporan hasil 
produksi. 

(3) Pemungutan PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
berlaku bagi: 
a. hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan 

oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan; 
b. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk 

setempat dan tidak diperdagangkan; atau 
c. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat. 

(4) Pengenaan DR sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku 
bagi: 
a. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman; 
b. hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan 

oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan; 
c. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk 

setempat dan tidak diperdagangkan; atau 
d. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat. 
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Bagian Kesepuluh 

Perpanjangan dan Hapusnya Izin 
 

Paragraf 1 
Perpanjangan Izin  

 
Pasal 81 

(1)  IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, dan IPHHBK dapat 
diperpanjang, kecuali : 
a. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam; 
b. IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman; 
c. IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman. 

(2)  Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat 
sepersepuluh dari sisa waktu berlakunya izin. 

(3)  Apabila pada saat berakhirnya izin, pemegang izin tidak 
mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), pemberi izin menerbitkan keputusan hapusnya 
izin. 

(4)  Dalam hal permohonan perpanjangan izin yang telah memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku 
ketentuan sebagai berikut : 
a.  untuk perpanjangan IUPK, IUPJL, IUPHHBK dan IPHHBK 

diberikan oleh : 
1) Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam 

wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada 
Menteri, gubernur, dan kepala KPH; 

2) Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang 
ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan 
kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH; dan 

3) Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan 
tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala 
KPH. 

b. untuk perpanjangan IUPHHK dalam hutan alam atau IUPHHK 
pada HTHR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri atau 
pejabat yang ditunjuk, berdasarkan rekomendasi dari 
gubernur setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota. 
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan 

perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur 
dengan peraturan Menteri. 

 
Paragraf 2 

Hapusnya Izin 
 

Pasal 82 
(1)  Izin pemanfaatan hutan hapus, apabila; 

a. jangka waktu izin telah berakhir; 
b. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan 

kepada pemegang izin; 
c. izin diserahkan kembali olen pemegang izin dengan 

pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu 
izin berakhir; atau 

d. telah memenuhi target luas, volume atau berat yang diizinkan 
dalam izin pemungutan hasil hutan. 

(2) Sebelum izin hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, huruf b dan huruf c, terlebih dahulu diaudit oleh pemberi izin. 

(3) Hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk melunasi 
seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban 
lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, 
dan pemerintah kabupaten/kota; 

(4) Pada saat hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, huruf b dan huruf c, untuk IUPHHK dalam hutan alam, 
baik barang tidak bergerak maupun tanaman yang telah ditanam 
dalam areal kerja, seluruhnya menjadi milik negara. 

(5) Pada saat hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, huruf b dan huruf, c, untuk IUPHHK dalam hutan 
tanaman, terhadap barang tidak bergerak menjadi milik negara, 
sedangkan tanaman yang telah ditanam dalam areal kerja 
menjadi aset pemegang izin. 

(6) Dengan hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah 
kabupaten/kota tidak bertanggung jawab atas kewajiban 
pemegang izin terhadap pihak ketiga. 
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(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya izin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan 
peraturan Menteri. 

 
Bagian Kesebelas 

Pemberdayaan Masyarakat Setempat 
Paragraf 1 

Umum 
 

Pasal 83 
(1) Untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal 

dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui 
pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka 
peningkatan kesejahteraannya. 

(2) Pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kewajiban Pemerintah, propinsi, 
kabupaten/kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab 
kepala KPH. 

 
 

Pasal 84 
Pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 84 ayat (1) dapat dilakukan melalui : 
a. hutan desa; 
b. hutan kemasyarakatan; atau 
c. kemitraan. 

 
 

Paragraf 2 
Hutan Desa 

 
Pasal 85 

Hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a dapat 
diberikan pada hutan lindung dan hutan produksi. 
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Pasal 86 

(1) Menteri menetapkan areal kerja hutan desa berdasarkan usulan 
bupati/walikota sesuai kriteria yang ditentukan dan rencana 
pengelolaan yang disusun oleh kepala KPH atau pejabat yang 
ditunjuk. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kriteria dan tata cara 
penetapan areal kerja hutan desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri. 
 

Pasal 87 
(1) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan desa 

dilakukan dengan memberikan hak pengelolaan kepada lembaga 
desa. 

(2) Hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi kegiatan tata areal, penyusunan rencana 
pengelolaan areal, serta pemanfaatan hutan serta rehabilitasi 
dan perlindungan hutan. 

(3) Pemanfaatan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
yang berada pada : 
a.  hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, 

pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan 
kayu. 

b.  hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, 
pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu 
dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan 
kayu. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan hutan desa, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
peraturan Menteri, 

 
Pasal 88 

(1)  Dalam memberikan hak pengelolaan hutan desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Pemerintah, pemerintah 
provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai 
kewenangannya memberikan fasilitasi yang meliputi 
pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan 
teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap pasar. 


